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KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Menimbang :

BUPATI BUOL

PERATURAN BUPATI BUOL
NOMOR 324.. TAHUN 2016

TENTANG

y

SEKRETARIAT DPRD DAN INSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN BUOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

bahwa untuk melaksanakan keteﬁtuan Pasal 7

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buol.

1.

Pasal 18 ayat (6) ,Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang .Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali,
dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol,
Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai
Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3966);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia'Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S887);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 4 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Buol; =

7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Buol.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUOL TENTANG KEDUDUKAN
DAN SUSUNAN ORGANISAS! SEKRETARIAT DAERAH,
SEKRETARIAT DPRD DAN INSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN BUOL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan

_2.




Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
‘Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur
pényelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

Kepala Daerah adalah Bupati Buol yang selanjutnya
disebut Bupati.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemenintahan . yang menjadi kqwenangan Daerah
Kabupaten.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Pegawai Negen Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat
pembina  kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia
yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan
perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka

melaksanakan tugas pemerintahan.



10.

11.

12.

13.

14.

Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah
Kabupaten Buol yang selanjutnya disebut Sekretariat
Daerah.

Sekretaris Daerah adalah Kepala Sekretariat Daerah
Kabupaten yang secara operasional dan administatif berada
d;bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati yang
selanjutnya disebut Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan
administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan
fungsi DPRD yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD.
Inspektorat  Daerah merupakan  unsur pengawas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya
disebut Inspektorat Daerah. i

Staf Ahli adalah Kelompok Staf yang mempunyai keahlian
tertentu untuk membantu Bupati dalam memberikan
telaahan mengenai masalah Pemerintahan Daerah sesuai

bidang tugasnya.
. BAB II
SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Sekretariat Daerah merupakan tipe A dengan beban kerja

besar.

Pasal 3

(1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

merupakan unsur staf.

(2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh Sekretaris Dacrah dan bertanggung jawab

kepada Bupati.

(3) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan

kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap



pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan
administratif.

(4) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan
kewajiban  sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah:
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kenja

" Perangkat Daerah;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

Daerah;

d. pelayanan administratii dan pembinaan aparatur sipil

negara pada instansi Daerah; dan
e. pelaksanaan fungs‘i' lain yang diberikan oleh Bupati

terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

, (1) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) dibantu 3 (tiga) Asisten yang berkedudukan

dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan

c. Asisten Administrasi Umum.

Pasal 5
(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a,
mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam
perumusan kebijakan, mengoordinasikan bagian
pemerintahan, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan
masyarakat, hukum serta Sekretariat DPRD dan Perangkat
| 3 Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang
pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga,
E kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak, ketentraman, ketertiban umum dan perlihdungan

rnasyarékat, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan dan

n-r




R e e -

perpustakaan, pemberdayaan masyarakat dan desa,
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta

koordinasi kerukunan umat beragama.

(2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, bertugas
membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan,
koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi,
pemantauan, dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan
ur:usa_n pcmeriptahan bidang perekonomian dan sumber
daya alam, infrastruktur dan a dministrasi pembangunan
dan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah
serta Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan bidang pangan, perindustrian, perdagangan,
koperasi usaha kecil dan menengah, ‘penanaman modal,
pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan
hidup, energi dan sumber daya mineral, pekerjaan umum
dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan
permukiman, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan
informatika, statistik .dan persandian serta urusan
penunjang bidang perencanaan, penelitian dan

pengembangan.

(3) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam

(1)

Pasal 4 ayat (2) huruf ¢, bertugas membantu Sekretaris
Daerah dalam dalam perumusan kebijakan, koordinasi
pelaksanaan program, pelayanan administrasi,
pemantauan, dan evaluasi terkait dengan pembinaan
organisasi dan  ketatalaksanaan, kehumasan dan
keprotokolan, serta tata usaha pimpinan dan dukungan
penyelenggaraan pemeritahan daerah serta Perangkat
Daerah yang melaksanakan urusan penunjang bidang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan serta

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 6
Asisten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, masing-masing
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(2)

(1)

terdiri atas 4 (empat) Bagian yang berkedudukan dibawah

dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui
Asisten.

Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing
terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 7

Susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana
dimaksud pasal 4 ayat (1) terdiri atas:

Sekretaris Daerah;

. Asisten Pemerintahan dan Kesejahtexzaan Rakyat;

Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan

B & o p

Asisten Administrasi Umum;

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Asisten  Pemerintahan dan Kesejahteraan  Rakyat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
a. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahi:
1. Sub Bagian Kecamatan dan Kelurahan;
2. Sub Bagian Aparatur Pemerintahan; dan
*3. Sub Bagian Otonomi Daerah.
b. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
1. Sub Bagian Pendidikan Pemuda dan Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata;
2. Sub B.agian Keschatan, Sosial, Pengendalian
Penduduk dan KB.
3. Sub Bagian Kerukunan Umat Beragama.
c. Bagian Pemberdayaan = Masyarakat, Ketentraman,
Ketertiban dan Linmas.
1. Sub Bagian Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Linmas.
2. Sub Bagian Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kearsipan

dan Perpustakaan;



3.Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

d. Bagian Hukum, membawahi:
1.

2:

Sub Bagian Produk Hukum dan Perundang-
undangan;

Sub Bagian Telaahan Hukum, Bantuan Hukum dan
HAM.

. Sub Bagian Dokumentasi, Informasi dan Penyuluhan

Hukum.

(3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c, membéwahi:

a. Bagian Perekonamian dan Sumber Daya Alam,

membawahi:

1.

Sub Bagian Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan

dan Penkanan;

. Sub Bagian Koperasi dan UKM, Perindustrian,
Perdagangan, Penanaman Modal dan BUMD;

. Sub Bagian Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber

Daya Mineral.

b. Bagian Infrastruktur, membawahi :
1.
2.

Sub Bagian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Sub Bagian Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan;

Sub Bagian Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika, Statistik dan Persandian.

c. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:

1. Sub Bagian Penyusunan dan Pengendalian Program;

2. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan;

3. Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

d. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi:

1. Sub Bagian Pengedalian Program Pengadaan Barang

dan Jasa;

2. Sub Bagiaﬁ Pelaksanaan Pengadaan Barang dan

Jasa.



3. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
Barang dan Jasa.
(4) Asisten Administrasi Umum, sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d, membawahi:

a. Bagian Umum, membawahi:

*. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset: dan
3. Sub Baglan Kepegawaian.
b. Bag:an Orgamsasl membawahi:
1. Sub Bagian Kelembagaam dan Ketatalaksanaan;
2. Sub Bagian Analisis Jabatan dan Analisis Beban
Kerja; dan
3. Sub Bagian Pelayanan Publik dan Pengembangan
Kinerja Organisasi.
¢. Bagian Hubungan Masyarakat dan  Protokoler,
membawahi:
1. Sub Bagian Kehumasan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah;
2. Sub Bagian Penyelenggaraan Keprotokolan; dan
3. Sub Bagian Penyelen'ggaraan Acara dan Tamu.
d. Bagian Tata Usaha Pimpinan, membawahi:
1. Sub Bagian Tata Usaha Kepala Daerah;
2. Sub Bagian Tata Usaha Wakil Kepala Daerah; dan
3. Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Daerah dan Staf
Ahli.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e, terdiri dari sejumlah tenaga terampil,
dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 8
(1) Staf ahli merupakan unsur pembantu bupati.
(2) Stal ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada. bupati dan secara
administratif dikoordinasikan oleh sekretaris Daerah.




-
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Pasal 9
(1) Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berjumlah
3 (tiga) staf ahli.
(2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
a. Staf ahli Bidang Hukum dan Politik; |
b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
c. Staf Ahli Bidang Sugber Daya Manusia, Pembangunan,

Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 10
(1) Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diangkat
dari pegawai ASN yang memenuhi persyaratan.

(2) Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli cleh bupati.

Pasal 11
Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)
bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis

kepada bupati sesuai keahliannya.

Pasal 12
Struktur organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam
lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

‘ BAB 111
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 13

Sekretariat DPRD adalah tipe C dengan beban kerja kecil.

Pasal 14
(1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi
dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
(2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan
tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan
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bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara
administratif bertanggung jawab kepada bupati melalui
sekretaris Daerah, terdiri atas 3 (tiga) bagian dan masing-
masing bagian terdiri atas 2 (dua) subbagian.

(3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati atas

pers;:tujuan pimpinan DPRD.

Pasal 15

(1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (1) mempunyéi tugas menyelenggarakan administrasi
kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan
mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
dalam melaksanakan hak dan fungsinya -sesuai dengan
kebutuhan.

(2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c. fasilitasi penyelenggaraar® rapat DPRD; dan
d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang

diperlukan oleh DPRD.

Bagian Kedua
- Susunan Organisasi
Pasal 16
(1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana
dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) terdiri atas:
a. Sekretaris Dewan,
b. Bagian Umum dan Keuangan;
c. Bagian Perundang-Undangan;
d. Bagian Persidangan dan Risalah;
e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
f. Tenaga Ahli DPRD
(2) Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, membawahi:

-11 -



1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: dan
2. Sub Bagian Program, Keuangan dan BMD;

(3) Bagian Pemndang-undahgan, sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢, membawahi:

1. Sub Bagian Kajian dan Dokumentasi Hukum; dan
2. Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah.

(4) Bagian Persidangan dan Risalah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d, membawahi:

1. Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Alat Kelengkapan
DPRD; dan
2. Sub Bagian Humas dan Protokoler.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e, terdiri dari sejumlah tenaga terampil,
dalam jenjang jabatan Fungsional yvang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(6) Tenaga Ahli DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f, terdiri dari sejumlah tenaga terampil sesuai bidang
ilmu/keahliannya yang dibutuhkan oleh DPRD dan
ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 16
Struktur organisasi Sekretariat DPRD tercantum dalam
lampiran Il dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

BAB IV
INSPEKTORAT DAERAH
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 17
Inspektorat Daerah Kabupaten Buol merupakan tipe A

dengan beban kerja besar.

Pasal 18
(1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
merupakan unsur penunjang pengawas penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas 1 (satu)

Sekretariat dan 4 (empat) Inspektur Pembantu.

= 1D =
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(2) Sekretariat  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
membawahi 3 (tiga) Subbagian

(3) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
membawahi jabatan fungsional Auditor .

(4) Irtspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Inspektur.

(5) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam
melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada bupati
melalui sekretaris daerah.

Pasal 19

(1) Inspektorat Daerah. sebagaimana dimaksud pada Pasal 18
mempunyai tugas fncrnbantu bupati membina dan
mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh
Perangkat Daerah.

(2) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan
fungsi: .

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan
fasilitasi pengawasan;

b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan
keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan,
dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas
penugasan bupati;

d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. Pelaksanaan administrasi inspektorat; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupat
terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 20
(1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana
dimaksud pada pasal 18 ayat (1) terdiri atas : |
a. Inspektur;

=13
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Sekretariat;

Inspektur Pembantu [;

o o

Inspektur Pembantu II;
e. Inspektur Pembantu III; dan
f. Inspektur Pembantu IV.

g. ) Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
membawahi: |
a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

b. Sub Bidang Kepegawaian dan Umum:;
c. Sub Bagian Keuangan dan BMD:;

(3) Inépektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, huruf d, huruf e, dan huruf f, masing-masing
membawahi kelompok jabatan fungsional Auditor.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf g, terdiri dari sejumlah tenaga terampil dan
tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi
dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya
masing-masing. v

(S) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional
senior.

Pasal 21
Struktur organisasi Inspektorat Daerah tercantum dalam
lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

BAB V

JABATAN

Pasal 22
Jabatan dan Eselon pada Sekretariat Daerah, Sekretariat
DPRD dan Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut :
a. Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama atau jabatan Struktural Eselon Ila;
b. Asisten, Staf Ahli, Sekretaris DPRD, Inspektur

merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau

jabatan Struktural Eselon IIb;
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c. Kepala Bagian, Sekretaris Inspektorat, Inspektur
Pembantu = merupakan Jabatan administrator atau
Jabatan Struktural Eselon [lla.

d. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah merupakan

. Jabatan pengawas atau jabatan Struktural Eselon [Va.

EAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23
Pada saat Peraturan Bupati ini mulaj berlaku, seluruh jabatan
beserta pejabat yang ada pada Sekretariat Daerah, Sekretariat
DPRD dan Inspektorat Daerah, akan dikukuhkan dan dilantik

berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB V1]
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol

PARAF KULH([_:H\{-\ i

SEJABAT [PA, i

KAWULUSAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2016 NOMOR ...
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LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI BUOL
NOMOR TAHUN 2016
TANGGAL |/ (/, Iy 2016
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUOL
BUPATI
WAKIL BUPATI
I
SEKRETARIS
DAERAH
[ STAF AHLI .
KELOMPOK
JAB. FUNGSIONAL
BIDANQ HUKUM & BIDANQO PEMERINTAHAN P::f!;:)?(}?):’:}i
POLMK & KEMASYARAKATAN EKONOML, & KEU
ASIETEN PEMERINTAHAN ABISTEN
DAK KESEJAHTERAAN PEREKONOMIAN DAX ASISTREN UA:wmlmul
RAKYAT PEMBANGUNAN
T ] i
[ 1 1 1 L 1 1 1 48 1 1 1
BAGIAN BAGIAN BAGLAN BAGLAN AD::""W o BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAX
PEMERINTAHAN DL . .
3 PEMBERDAYAAN PEREKONOMIAN DAN .
DAN OTONOMI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN HUKUM SUMBER  DAYA INFRAGTRUKTUR ADMINISTRASI FENOADAAN UMUM ORGANISASI HUMAS DAN TATA USAHA
DAERAH RAKYAT TRANTIBUM LINMAS ALAM PEMBANGUNAN BARANG DAN JASA PROTOKOLER PIMPINAN
—— M) | —d N ——J —J —d P R I | T S S | — SAEaae GRS |
Sub Bagan Bub Bagian Bab Bagian Bub Bagian 8ub Bagian Bub Bagian 8ub Baglan Bub Bagian Bub Bagian Bub Bagian Sub Baglan Bab Baglan
Pendidikan, Pemude . 2 Kehumasan
e Ketentraman, - & 3 3 = -
[ Kecamatan dan dan Olah Raga, ] Kﬂ: isban (Uil Produk Hukum dan Jk:'::‘n':: :‘:T:::\n m P‘d:’?;:;‘:‘l‘"::"‘ "‘F’;’:;‘:‘m:n‘“ 1 m”"“:f;;‘::”n T;;‘:"‘:&n  Kelembagaan dan | [ Kepala Dacrah Tata Usahe
Kel Kebuday dan N Pecrundang-undangan % i Ketatalaksan: dan Walsl K; K. Dacrah
clurahan ‘ :im;::.':. e dan Linmas € 8 ne dan Penkaran Ruang Program Barang dan Jasa Perlengkapan e ma " D.CMCP"‘ cpela De
L.
Bub Baglan Bub Bagian [ Sub Bagian Bud Baglan Bub Baglan Bubd Bagian Bub Bagian Bub Bagian Bub Bagian Bub Baglan Bub Bagian Bub Bagian
Koperasi dan UKM, ] Perumahan Rakyat
= Keschatan, Sosial, - Tenaga Kerje, | | Teclashan bukum, Perindustrian, | | Monitoring dan - Pelaksansan o= Analisis Jabetan
Apara = . wasan - =
Pe - tur Pengendalian Tranemigrasi, Kearsipan, Bantuan Hukum dan Perdagangan dan id’::‘mk:kimm Evaluasi Pengadaan Barang Keuangan dan Analisis Pb:yckm:."::n Tata U-’['; w":'u
merintahan Penduduk dan KB Perpustakean HAM Penanaman Modal P:mnahnn' Pembangunan 4 dan Jasa dan Asct Beban Kerja CPeRLoXo Kepala Dacra
dan BUMD
8ub Bagian Sub Baglan Bub Baglan Bub Baglan Sub Bagian Bubd Baglan L Bab Baglan Bubd Begian Bub Bagian Bub Bagian Gub Bagian Bab Beglan
LA
1 L Pemberd.Masy dan Dess.| ' Dokumentasi, L{ Lingkungan Hidup, | “—~ Perhubungan, VYANAN L—{ Monitoring dan L Pelayanan Publik L] Tata Usaha
Kerukunan Umat : . st PENOADAAN : T iy Penyele
Otonomi Daerah Pemberd. Perempuan, !nformasi Hukum dan Energi, Sumber Daya Kominfo, Statistik SECARA Evaluasi Pengadaan Kepegawaian & Pcngembangan yelenggarann Sckretaris Daersh
Bcragama . ; inera) dan Persandian Barang dan J .: - . Acara dan Tamu
Perlind. Anak, Dukcapil Penyuluhan Hukum Mine ELEKTRONIK ng dan Jasa . Staf Ahli
- v
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LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BUOL

NOMOR TAHUN 2016
TANGGAL 2016
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL
SEKRETARIS DEWAN
4
KELé;JSS AL BAGIAN' UMUM DAN BAGIAN BAGIAN PERSIDANGAN DAN
FUNG A KEUANGAN PERUNDANG-UNDANGAN RISALAH
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN KAJIAN DAN PERSIDARGAN,
DOKUMENTASI HUKUM RISALAH DAN ALAT
i’ KELENGKAPAN DFRD

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN

PROGAM, KEUANGAN

SUB BAGIAN

DAN BMD

RANCANGAN PERDA

SUB BAGIAN

HUMAS DAN
PROTOKOLER

BUPATI BUOL




LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BUOL
NOMOR TAHUN 2016
TANGGAL 2016

STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BUOL

INSPEKTUR
L]
1
SEKRETARIS
[ 1
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN :
PELAPORAN DAN UMUM REUANGAR DAk BMD
[ 1 | 1
INSPEKTUR PEMBANTU | INSPEKTUR PEMBANTU II INSPEKTUR PEMBANTU 11I INSPEKTUR PEMBANTU 1V
<
FUNGSIONAL AUDITOR FUNGSIONAL AUDITOR FUNGSIONAL AUDITOR FUNGSIONAL AUDITOR
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